PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salfinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Mengingat

DI KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1)

Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

. bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dan untuk memfasikitasi
Pembinaan Lingkungan Sosial, khususnya peningkatan derajat
mmwmmmmmm
sarana dan prasarana produksi;

bahwa sebagai tindak lanjul salinan dari Peraturan Gubemur
Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa
Timur dan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor:51 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomaor
51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana hasil
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan ¢, maka perfu menetapkan Pedoman Umum
Penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten

Bojonegoro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah KabupatenKola di Lingkungan Provinsi Jawa
Timur,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan U

Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

. Undang-U Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Megara Nomor S063),

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemeriniah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737),

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Deerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 58 Tahun
2007,

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor B4/PMK 07/2008 ieniang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
Afas Penyalahgunaan Alckasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.

11. Peraturan Daersh Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur
{Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).

12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009
tentang Persercan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Sen E);

13. Peraturan Gubermnur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Jawa Timur,

14 Peraturan Gubsmur Jawa Timur Momor 66 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur,

15 Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Provinsi Jawa Timur.

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas peraturan Gubermnur Jawa Timur Nomor 51
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN

UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMEAKAL DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan -

1.
2
3.

4

Pamerintah Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh yang selanjuinya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil

Dengan
Cukai Hasii Tembakau di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana lersebul dalam
Lampiran.

(1)
2

M

(2)

BAB I
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam undang - undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Daerah Provinsi dan diteruskan pada Kabupaten Bojonegoro
ditetapkan dalam Persiuran Menlen Keuangan.

Pasal 4

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
digunakan uniuk mendanai kegiatan :

peningkatan kualitas bahan baku;

pembinaan industr;

pembinaan lingkungan sosial,

sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau;
pemberantasan barang kena cukai ilegal.

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayst (1) sesuai dengan prioritas dan
SKPD Pengelola DBHCHT/Tim Teknis menindaklanjuti kegiatan tersebut.

popoe



Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau

yang meliputi -
a  Standarsasi kualitas bahan baku;
b, Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian;
d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku,
2. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk
indusin dan hasil tembakau.
Pasal 6

Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup kegiatan :
Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;

Percontohan Intensifikasi tembakau;

Revitalisasi Tembakau ekspor;

Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara lerpadu dan ramah
lingkungan;

Bimbingan teknologi budi daya tembakau;

Pembinaan usaha tani tembakau.

apoe
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Pasal 7

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurut d, sekurang-kurangnya meliputi:

a  Pengembangan teknologi panen dan pasca panen;

b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industr dan
hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf sekurang-kurangnya

mediputi ©

a  Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/ gabungan kelompok
tani/asosiasi petani tembakau;

b.  Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;

¢. Perencanasn srea! Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi
tembakau |

d.  Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial
modal kerja.

Pasal9

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan
untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

a. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau;

b. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI);

c. Pembentukan Kawasan Industn Hasil Tembakau,
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Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi
dengan industri besar hasil tembakau;

Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakaw rokok;
Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar
tar dan nikolin rendah;

Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan
kualitas produk hasil tembakau;,

Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social
Responsibility Programme (SRP);

Pembinaan legafitas industri hasil tembakaufrokok sosialisasi ketentuan,
peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industn hasil tembakau/rokok;
Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasi
tembakau/rokok;

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok,;

Peni k I

dan masyarakat dilingkungan industri rokok;

Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negerifluar negeri Industri hasil
tembakau,

Fasilitasi konzeling industn rokok dan dampaknya;

Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil
tembakau.

Pasal 10

Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup data:

Pasal 11

Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

P appFw

Fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;

Fasilitasi perfindungan varietas tanaman tembakau;

Fasiltasi perindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN),

Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;

Fasilitasi perlindungan HAK! terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau;

Pasal 12

Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d,
meliputi ;

a
b.

Pendataan industri hasil tembakau (rokok);
Pembuatan sistemn dan database industri hasil tembakau;



Pasal 13

Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas
produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi :
Penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
Sosialisasi dokumen sistern mutu Good Manufacture Practices (GMPY);
Pelatihan Good Manufacture Practices (GMP),

Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture
Practices (GMPY;

Pelatinan Biennding hasil tembakau/rokok.

ap o

Pasal 14

Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social

Responsibility Programme (SRP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hunuf |,

meliputi -

a. Penyusunan dokumen sistem Social Responsibifity Tobacco Programme
(SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP),

b Sosislisasi dokumen sistemn Social Responsibility Tobacco Programme (SRTF)
dan Social Responsibility Programme (SRP);

c. Pelatihan sistem Social Responsibiiity Tobacco Programme (SRTP) dan Social
Responsibility Programme (SRP),

d.  Fasiltasi, bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility Tobacco
Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programe (SRP).

Pasal i5

Pembinaan legalitas industri hasil tembakaw'rokck, sosialisasi ketentuan peraturan
dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf j, mefiputi:

a  Bimbingan dan fasilitasi perolehan fjin industri hasil tembakau/rokok;

b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok illegal;

Pasal 16

tembakaufrokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi kegiatan :

a.  Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok ;

b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakawrokok dan indusin hasil
tembakaufrokok melalui bantuan perkuatan permodatan dan sarana produksi;

c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industn hasil tembakaufrokok;

d. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok.

Pasal 17

dalam Pasal 9 huruf |, meliputi :
a. Sosialisasi sistem manajemen mutu;
b. Pelatihan sistem manajeman muty;
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c.  Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu,
d  Audit internal sistem manajemen mutu.

Paszal 18

Peningkatan kompetensi laboratonium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf m, sekurang-kurangnya meliputi -

a.  Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine;

b. Meningkatkan kompetensi SOM pengambil contoh dan pengtiji rokak;

c. Membangun dan memperiuas jejaring antar laboratorium melalui Mutual
Recognition Arrangement (MRA);

d. Membangun dan memperiuas jejanng antar iaboratonum,baik nasional maupun

Pasal 19

Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan
masyarakat difingkungan industri rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
fi, sexurang-xurangnya metiputi ;

a  Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi

tembakau;

b. Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan
indusin hasil tembakau;

c. Peningkatan keterampilan masyarakal dibidang indusin di lingkungan industn
hasil tembakau.

Pasal 20
tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, meliputi :
Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
Pariisipasi pameran tembakau di dalam negen dan luar negen;
usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau danfatau daerah
penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
Peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau darVatau dsersh penghasil bahan baku
industri hasil embakau.
f.  Pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau.
g. Peningkatan pemasaran melaiui pasar lelang produksi hasil tembakau.

Pasal 21

apow

Pengembangan dan Penerapan standardisasi muiu tembakau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, sekurang-kurangnya meliputi:

Penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia {SNI} tembakau;
Sosialisasi SNJ iembakau;

Pelatihan SNi tembakau,

Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;

Periemuan teknis dan konvensi siandardisasi contoh tembakau;

Workshop tembakau

~pap o
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Pasal 22

Peningkalan pengawasan barang bevedar dan perindungan konsumen sebagaimansa

dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, sekurangkurangnya meliputi

a Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor,

b. Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petant tembakau, pedagang
tembakau dan industri hasil tembaksu dalam rangka penyuluhan kemetrologian;

. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perfindungan konsumen.

Pasal 23

Pembinaan lingkungan sosial digunakan unfuk meminimatkan dampak negatif
kegiatan industri hasil iembakau dari hulu hingga hilir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf ¢, meliputi ©

a  Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan
indusiri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku indusin hasil
tembakau ,

b.  Penerapan manajemen Limbah Industri hasi tembakau yang mengacu pada
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ;

¢  Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk
merokok di tempatl umum |

d.  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 24

FPembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan indusin
hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil fembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 8, seKurang-kurangnya metiputi ;

a Pembinazn kemampuan dan ketrampilan dan peningkatan pendapatan
masyarakat pada bidang pertanian, petermnakan, perikanan, perkebunandan
kehutanan di lingkungan indusiri hasil tembakau danfatau daerah penghasil
bahan baku industri hasil tembakau untuk periuasan kesempatan kerja dan
penempatan kefja di sector formail.

b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan
produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakal di sekior
tembakau;

c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kedja,
termasuk pengembangan kesehatan dan keseiamatan kerja (K3);

d  Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adi dan
bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/
buruh;

&  Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian,
pengembangan SOM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga
latihanfurt;

Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan :

1. Bantuan modal kerja
2. Bantuan sarana prasarana

g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di
daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industn
hasil tembakau.
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h. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahleraan Sosial (eks kiien panti}
meialui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah indusin hasil

Pasal 25

Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hunf b,
sekurang-kurangnya meliputi :

a.  Sosialisasi kebiiakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan
tembakau, industr hasil tembakau dan industri pendukunanya;

b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan
tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya,

c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pangelolaan flingkungan pada kegiatan
Perkebunan Tembakau dan indusiri hasil tembakau dan pendukungnya yang
mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLI UPL, DPPL);

d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan
kinerja pengeiolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industn
hasH tembakau dan pendukungnya;

e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industn hasil
tembakau dan pendukungnya;

f.  Peningkatan kualitas SDM pengeiolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat
pendukungnya;

g Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi
potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, indusiri hasil
tembakau dan pendukungnya.

Pasal 26

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan penyediaan tempat khusus uniuk
merokok di tempat umum sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢, sekurang-
kurangnya metliputi :

a Penetapan kawasan tanpa rokok,

b, Penyediaan smooking area dan perlengkapanya.

Pasal 27

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan
kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d, meliputi upaya sebagaimana berkut :
a  Promobf:

1. Melskukan penyuluhan;

2. Menyediakan saran dan media promosi;

3. Iklan layanan masyarakat bidang kesehatan;

4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiaten edukasi deteksi dini,

5. Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1. Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan
akibat dampak industri tembakau dan atau rokok;
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dampak hasil industri tembakau dan atau rokok;

3. Pemeiiharaan kesehatan meialui screnning dan pendampingan (Home
care)

c.  Kuratif

1. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana
fisik pelayanan kesehatan;

2. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran;

3. Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

4. Pembiayaan peizinan alat-alat kedokieran dan kesehatan,

5. Penyediaan, pengembangan seria pemeliharaan sarana dan prasarana
penunjang pelayanan kesehatan, meliputi @ radiology, laboratorium, gizi,
serta menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan, IPAL dan Incinerator;

6. Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industn rokok dan pelani penghasil
tembakau.

d.  Rehabilitatif :

1. Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjuatn bagi
penderita;

2. Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Pasal 28

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d meliputi :

a  Penyuluhan;

b, Seminar,

c.  Forum Diskusi atau Dialog interakdif,

d. Penyebaran pamfiet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, bilboard dan lain-lain;

e. Iklan layanan masyarakatl

Passl 29

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf e, melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati
pita cukai paisu, yang ftidak dilekati pita cukailpoios, yang tidak sesuai dengan
penumtukannya pada tempat penjual eceran.

BAB Il
RANCANGAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 30

{1) Tim Teknis Pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan
program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati melalui Tim Koordinator
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cg Administrasi Perekonomian

sebelum tshun anggaran berjalan.



(2)

(3)

4

(5)

(n

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

4% -

Tim Koordinator membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan
dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsofidasi

rancangan program kegiatan dari SKPD Pengelols DBHCHT kepads Gubemur
CanmWFamkmmmnSduﬁamtﬂthaname
Tim Tekns/SKPD Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi penggunaan
dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi
Perekonomian sekretariast Daerah Kabupaten Bojonegoro diteruskan kepada
Gubermur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sefiap 6 (enam) bulan sekali,
Bupati'Tim Koordinator Cg. Bagian Adminisirasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegorc membuat laporan alokasi penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan
konsolidasi dari Tim Teknis SKPD Pengelola DBHCHT setiap 6 {(enam) bulan
sekali kepada Gubsmur Provinsi Jawa Timer Cq Biro  Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut
dalam Lampiran.

Pasal 31

Anggota Tim Teknis SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a  Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan

b Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

Bupati/Tim Koordinator menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a2 Uniuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli dan

b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.

Dalam hal tanggal 10 alau tanggal 20 jaluh pada har libur, batas akhir
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaksanakan pada han kerja sebelumnya.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

Guna mengelahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Bag Hasil
Cukai Hasil Tembakau periu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan unfuk :

Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program,

Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;

Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan;

Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan unituk menyusun
tindakan perbaikan program.

Tim Kpordinator Kabupaten Bojonegoro selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau melakukan monioring dan evaluasi Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau baik di lingkungan SKPD pengelola Alokasi
DBHCHT Kabupaten Bojonegoro,

apoe
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Pasal 33

{1) Bagi Tim Teknik/SKPD pengelola Aiokasi BHCHT yang terbukli tidak mentaati
atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil
cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan
pencabulan alokasi dana untuk lahun anggaran berkulnya.

(2) Apabila lerjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya,
akan diselesaikan sesuai prosedur dan keteniuan hukum yang berfaku.

BAB Y
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pada saal Peraturan Bupahi ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupali Bojonegoro
Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro dicabut
dan dinyalakan bidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sefiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI BOJONEGORO,
tid.

HSUYOTO
Diundangkan di Bojonegom
pada langgal 28 Pebiuarni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
td.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NIP. 19500131 198603 1 008



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR  : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 PEBRUARI 2010

PEDOMAN UMUM
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Di KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam APBN 2009 pemerintah telash menetapkan target penerimaan
cukai sebesar Rp. 49,49 Trliun, yang terdini dan cukai hasil tembakau (rokok)
sebasar Rp 48,24 Trliun, cukai ethyl alcohol Rp. 479 Miliar, dan cukai minuman
mengandung ethyl alcohol (MMEA) sebesar Rp. 7756 Miliar. Dengan demikian
jika dilihat dari komposisi penerimaan cukai ini, hampir 96% berasal dari cukai
hasil tembakau. Seinng dengan diterapkannya berbagai kebijakan dibidang
cukai di tahun 2009 akan dapat menciptakan iklim industi yang sehat,
mengurangi penyebab peredaran cukai ilegal. Khusus dibidang cukai hasil
tembakau, Pemenntah akan tetap mengacu pada kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Road Map Industri Hasii Tembakau (IHT), yaitu periode 2007-
2020 kebijgkan cukai akan diprioritaskan pada aspek tenaga kerja, aspek
penerimaan dan kesehatan.

MNamun demikian, target penernmaan tersebut bisa saja meleset dengan
semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Sebagai dampak dari beredamya
rokok flegal di Indonesia, pemasukan negara dani cukai rokok tidak sesuai
dengan jumiah rokok yang beredar. Polensi kerugian negara dengan
beredarmya rokok ilegal ini secara rata-rata mencapai lebih dari Rp. 2 Trbun per
tahun. Selain itu, peredaran rokck ilegal juga mengganggu kinerja serta pasar
industi rokok legal. Beberapa hal yang mendorong semakin banyaknya
melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan krisis global yang tidak
diimbangi oleh kenaikan daya beli konsumen. Selain itu juga adanya sebagian
pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan ftinggi dengan cara
menghindari pembayaran pajak dan cukai serta adanya perbedaan tanf cukai
yang cukup finggi antara pabrik golongan I, 0, dan I, serta lemshnya
penegakan hukum dan terbatasnya lapangan kera.
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khususnya cukai ilegal, maka hal mendasar yang harus ditempuh ocleh
pemerintah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terutama
para produsen rokok ilegal dan pelaku cukai ilegal tentang berbagai alasan
adanya kenaikan target penerimaan cukai. Serta betapa cukai ilegal sang at
merugikan negara. Dengan semakin meningkatnya pemahaman dan para
pelaku produsen rokok ilegal tentang hal tersebut, diharapkan akan
mempermudah melakukan pembinaan perusahaan rokok i1egal dalam rangka
pemberantasan cukai ilegal. Upaya-upaya untuk memberikan pemahaman
tentang berbagai aspek cukai ini dapat ditempuh melalui lokakarya ketentuan
umum di bidang cukai kepada masyarakat luas terutamanya bagi Produsen
rokok, baik perusahaan rokok berskala kecil atau besar, birokratbirokrat yang
mendalami tentang cukai.

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur akan terus berusaha mendorong daerah-daerah penghasil tembakau
maupun daerah-daerah produsen industi hasil tembakau untuk terus
mengembangkan potensi yang dimilikinya, secara terintegrasi bersama-sama
dengan Pemarniniah Pusat dan Kabupatenl Kols serts mengambil langkah-
langksh strategis dalam upaya meningkatkan mutu, baik pada aspek
penyediaan bahan baku maupun hasil industrinya disamping memberikan
penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pengenaan dan
dapat membernkan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di
Jawa Timur,

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 1295 tentang Cukai yang menetapkan
sebagian hasil cukai rokok dikembalikan kepada daerah penghasil serla
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK 07/2008 tentang Dana Alokasi
Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 84/PMK_.07/2008 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Rl Nomor 20/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau untuk menggerakkan, maka periu ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya pedoman umum pelaksanaan.



1.2 Maksud dan tujuan
1.2.1 Maksud

13

Disusunnya pedoman umum penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau adalah sebagai pedoman bagi pelaksana penerima
keuangan yang baik.

122 Tujuan

Adapun tujuan pedoman umum ini adalah :

1. Sebagai kerangka acuan penyusunan dan pelaksanaan
programikegiatan di SKPD yang terkait;

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;

3. Menjamin fertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan
sesus dengan peruntukkannya

Landasan Hukum

1.
2

10

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
Undang-Undang Momor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
perubahan dengan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perfindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perlindungan \arietas
Tanaman diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI
Tahun 2000 Nomor 241,

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000
Nomor 242,

Undang-Undang MNomor 31 Tahun 2000 tendang Dessin Industr
diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000
Nomor 243;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diundangkan di
Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahun 2001 Nomor 109;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk diundangkan di
Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahun 2001 Nomor 110;
Uindang-lindang Nomor 18 Talum 2002 tentang Hak Cipta dundangkan di
Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 LNRI Tahun 2002 Nomor 85,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
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12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19

e

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok
bagi Kesehatan;

Undang-Uindang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2008 telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2008 ;

Peraturan Menteri Keuangan MNomor 60/PMK 07/2008 tentang Dana
Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 ¢

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK_07/2008 tentang penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan
alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK_07/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMIK 07/2009 tentang Alokasi
Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2000;
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan
KabupatenfKota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 .
Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/188/KPTS/013/2010 tentang
Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Jawa Timur;

Keputusan Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur Nomor 525/3545 1/KPTSI021/2009
tentang Sekretariat Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Jawa Timur.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup padoman pelaksanaan ini meliputi -

1.

2
3
4.

Perencanaan;

Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
Maonitoning dan Evaluasi.
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BAB i
PERENCANAAN

Dalam rangka penggunaan dana alokasi bagi hasil cukai hasil tembakau diperiukan
perencanaan persiapan pelaksanaan :

1

Persiapan pelaksanaan Program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;

Melakukan koordinasi dengan dinas/badan terkait Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta instansi vertikal:

Melakukan pendataan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka Persiapan
pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:

Sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/
Kota;

Melakukan rapat sinkronisasi program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dengan instansi terkait

BAB i
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Mekanisme Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan melalui -
3.1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku industri hasil tembakau yang meliputi -

1. Standansasi kualitas bahan baku ;
2. Mendorong pembudidayasn bahan baku dengan kadar nikotin rendah
meliputi :
a  Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermuty;
b. Percontohan Intensifikasi tembakau:
c.  Revitalisasi Tembakau ekspor
d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan
ramah lingkungan;

e.  Bimbingan teknologi budi daya tembakau;
f Pembinaan usaha tani tembakay
3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode
pengujian ;
4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku -
a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen ;
b.  Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.



S. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk
industni dan hasil tembakau :
a.  Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tanilgabungan
kelompok tanifasosiasi petani tembakau;
b.  Fasilitas kemitraan usaha lani tembakau -
c. Perencanaan areal tembakau dan ussha agribisnis berbasis
tembakau.

3.2 Pembinaan Industri di gunakan untuk pembinaan industn hasil tembakau yang
meliputi;
1. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau ;
- Pendataan, verifikasi, kodefikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret
(rokok),
2. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) -
Fasilitasi periindungan indikasi geografis tembakau;
Fasilitasi perfindungan varietas tanaman tembakau
Fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN):
Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
Fasiltasi perindungan HAKI terhadap merk rokok pada indusrti hasil
tembalay.
3. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
4. Pemetaan Industri hasil tembakau
a2 Pendataan industn hasil tembakau (rokok);
b. Pembuatan sistem dan data base industri tembakau/rokok;
5. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan
koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
6. Penguatan kelembagaan asosiasi industn hasil tembakaw/ rokok;
7. Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan
kadar tar dan nikotin rendah;
8. Penerapan Good Manufaciure Practices (GMP) dalam rangka peningkatan

B anp e

kualitas produk hasil tembakau :

a. Penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices
(GMP);

b. Sosialisasi dokumen sistem mulu Good Manufscture Praclices
{GMP);

¢ Pelatihan Good Manufaciure Practices (GMP);
d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good
Manufacture Practices (GMPY);
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11

12

13,
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e.  Pelatihan Blennding hasil tembakauw/ rokok.

Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social

Responsibility Programme (SRP) -

a  Penyusunan dokumen sistem Social Responsibility Tobacco
Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);

b. Sosialisasi dokumen sistem Social Responsibiity Tobacco
Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);

c.  Pelatihan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)
dan Social Responsibiity Programme (SRP);

d.  Fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility
Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programe
(SRP).

peraturan dan perijinan yang bertaku bagi industri hasil tembakau/rokok

a  Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industni hasil tambakau/rokok;

b.  Pelatthan pencegahan dan penanganan rokok ilegal:

c.  Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakaulrokok.

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri

hasil tembakau/rokok -

a. Bimbingan teknis manajamen industn hasil iembskawirokok:

b.  Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri
hasil tembakawrokok melalui bantuan perkuatan permaodalan dan

sarana produksi;

¢c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industi hasil
tembakaw/rokok;

d.  Penumbuhan wirausaha baru di bidang industn dilingkungan industri
rokok.

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok :
a. Sosialisasi sistem manajemen mutu;

mitu;
d.  Audit internal sistern manajemen miutu.
Peningkatan kompetensi laboratorium uji -

a  Pengadaan sarana dan prasarana smaking machine;

b.  Meningkatkan kompetensi SOM pengambil contoh dan penguji rokok;

c.  Membangun dan memperuas jejaring antar laboratorium melaiui
Mutual Recognition Arrangement (MRA);



d.

= P

Membangun dan memperivas jejaring antar laboratorium, baik
nasional maupun internasional.

14. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SOM aparat, pelaku
usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok -

a.

Peningkatan kualitas SDM di bidang furmigasi, pengujian dan inspeksi
tembakau;

Peningkatan kualitas SDM aparatipembina, pelaku usaha tembakau
dan industri hasil tembakau;

Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan

15. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeril luar negeri Industri
hasil tembakau:

b.

C.

h.

Pemingkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
Partisipasi pameran tembakau di dalam negen dan luar negeni;
Pembuatan dan penayangan matei promo pada media
cetaki/elekironik;

Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan
pengembangan usaha bagi daerah penghasil bahan baku industn
hasil tembakau;

Peningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau;
Pengembangan potensi produk ekspor,
Peningkatan pemasaran melalui pasar lefang.

16. Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau :

o ap oW

f

Penyusunan rancangan SNI tembakau;

Sosialisasi SNI tembakau;

Pelatihan SNI tembakau;

Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
Pertemuan teknis dan konvensi standardisasi conloh tembakau;
Workshop tembakan.

17. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya;
18. Peningkatan pengawasan barang beredar dan periindungan konsumen :

b.

Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau,
pedagang tembakau dan industi hasil tembakau dalam rangka

penyuluhan kemeteorologian;
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Peningkatan pengawasan barang beredar dan perfindungan
konsumen

18 Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil
tembakau.

3.3 Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif

kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi :
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan
industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku ndustn
hasil tembakau :

2 7

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat
untuk periuasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sekior
format;

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kera untuk peningkatan
kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/
masyarakat di sektor tembakau;

Peningkadan pengawasan ketenagakerjaan dan perindungan tenaga
kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja
(K3).

Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan
pekerja/buruh;

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan
peneliian, pengembangan SDM aparasfur dan pengadaan sarana
prasarana lembaga latihanfunit;

Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan
memberikan :

- Bantuan modal kerja

- Bantuan sarana prasarana

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks kfien
panti} mealalyi peningkatan kemampuan dan kelerampilan kera di
daerah industri hasil tembakau dan atau daersh penghasil bahan
baku industr hasil tembakau.

Penerapan mangjemen Limbah Industn hesd tembekau yang mengacu
pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

a

Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan
perkebunan tembakau, industi hasd tembakau dan industri
m!&
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b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan
perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan
pendukungnya;

c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada
kegiatan Perkebunan Tembakau dan indusiri hasil lembakau dan
pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen
lingkungan (AMDAL, UKL! UPL, DPPL);

d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka
pengawasan kinerja pengelolaan fingkungan bagi kegiatan
perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;

e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri
hasil tembakau dan pendukungnya serta bagi palayanan kesehatan
Tujukan;

f Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur,
masyarakat dan kegiatan perkebun tembakau, industi hasil
tembakau dan pendukungnya;

g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta
identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan
tembakau, industri hasil tembakau dan pandukungnya.

h. Pembangunan IPAL untuk mengolah air imbah yang dihasifikan pada
rumah sakit

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus

untuk merokok di tempat umum :

a. Penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking
area dan perlengkapannya,

b. Penyuluhan tentang deteksi dini dampak merokok,

c.  Pengadaan media penyuivhan deteks dim dan dampak merokok

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesshatan bagi penderita akibat dampak asap rokok :

a. Penyediaan sarana perawatan keschatan begi pendenta akibat
dampak asap rokok,

b. Pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk perawatan
penderita akibat dampak asap rokok baik dalam sarana pelayanan
kesehatan dasar maupun rujukan;

¢ Pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita
akibat rokok;

d  Pendirian dan pengembangan polikiinik akibat rokok di puskesmas
dan rumah sakit;
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e. Pelathan peningkatan kemampuan petugas pada penanganan
penderita akibat rokok;

f  Screening deteksi awal penyakit akibat rokok:

g.  Pembinaan, pemantauan dan koordinasi petugas kesehatan.

3.4 Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai

4.1

Penyuluhan;

Seminar;

Forum Diskusi atau dialog intaraktif:

Penyebaran pamfiet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, bilboard dan lain-lain;

lklan layanan masyarakat.

Pmnhamrﬂasanbamngkmnﬂmnhgal

1. Pengumpuian informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai
peruntukkannya pada tempat penjual eceran;

2. Peningkatan operasi pasar;

4. Profiling pengusaha pabrik.

A

BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tim Teknik/SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas
pelsksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk
semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk semester kedua
paling lambat tanggal 10Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur,
batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada han kerja sebelumnya.

Bupati/Tim Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari
SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubemnur Provinsi Jawa Timur Cg,
Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk
semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli dan untuk semester kedua
paling lambat tanggal 20 Desember. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur,
batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
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4.3 Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dan 4.2 sebagai

"} diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan
**) diisi dengan pelaksana kegiatan

berikout
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS INSTANSI =)
Periode: ...
PROGRAM / REALISAS! | PENCAPAIAN
o KEGIATAN e KEUANGAN | KINERJA (%)
1 2 & 4 5 6
Bojonegor..............ceu
SKPD ™)
Keterangan :
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BAB YV
MONITORING DAN EVALUAS!

5.1 Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk -
Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan:
Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun
tindakan perbaikan program.

g BN b

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif cleh Pengelola di
Kabupaten/Kota.

5.2 Tola Ukur Kinerja Program.
5.2.1 Tolok Ukur Masukan
a. Masyarakat penerima manfaat program:;
b. Peran masyarakat sebagai pengelola program;
c. Partisipasi masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:
d. Bantuan Teknis dari Dinasfinstansi sektoral atau pelaku
pembangunan lainnya;
Keswadayaan masyarakat dalam program;
. Pendayagunaan sumberdaya lokal:
g Dukungan kebijakan;
h.  Dukungan administrasi dan pengelolaan program.

™om

5.2 2 Tola Ukur Proses
a Pelaksanaan Sosializazi Provinsi;
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan;
Pelaksanaan Penulisan Usulan kegiatan:
Verifikasi usulan kegiatan,
Peiaksanaan Pencairan Dana;
Laporan Berkala (progress report);
Pengawasan, Monitoring dan evaluasi;
Penyiapan Kapasitas Masyarakat Untuk Pelestarian,

TR e ap D
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5.3 Sanksi

5.3.1 Bagi Tim Teknik yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah
melanggar ketentuan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis
Operasional Program, dikenakan sanksi berupa pengurangan
sampai dengan pencabulan alokasi dana untuk tahun anggaran
benkutnya.

5.3.2 Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau
pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan
hukum yang beriaku.

BAB VI
PENUTUP

Dalam pelaksanaan program ini tentunya harus ada sinkronisasi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh
mstansi vertikal terkait di daerah serta sefuruh pelaku usaha hasil tembakau. Program
ini kegiatannya harus dirinci berdasarkan skala prioritas yang meliputi program
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini
disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengeloiaan program.

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
HSUYOTO



